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PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA 
I I 
I 

NOMOR : lc,'.L ;1 
1 TAHUN 2014 

I ' 

TENTANG 
I . 

PETUNJUK TEKNIS PELAl<SAN~N SENSUS BARANG DAERAH 

PEMERII\JTAH KABUPATEl'J KONAWE UTARA TAHUN 2014 
. ( 

BUPATI l<O~AWE UTARA, 

a. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi pengelolaan 
barang milik daerah perlu diadakan inventarisasi secara 
cermat terhadap barang-barang milik/dikuasai oleh 
Pemerintah Kabupaten Konawe Utara, barang milik 
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan barang milik 
negara yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten 
Konawe Utara; 

b. bahwa untuk mernperoleh data barang yang mutakhir dan 
akurat perlu dilakukan sensus barang daerah melalui 
pencatatan langsun~f~ ditempat barang berada, sehingga 
diperoleh data baran~ yang lengkap meliputi jumlah, jenis, 
lokasi, keadaan dan ,{data lainnya gun a menyusun Buku 
Inventaris dan Buku Inventaris Induk; 

c. bahwa untuk keseragaman dan kelancaran kegiatan 
sebagaimana dlrnaksud pada huruf a dan b diatas, perlu 
ditetapkan Peraturan Bupati Konawe Utara tentang 
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sensus Barang Daerah 
Kabupaten Konawe U:tara. 

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47,Tambaha'h' Lembaran I\Jegara Republlk Indonesia 
Nomor 4286); · 

2. Undang - Undand Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan N~gara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2b04 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2,004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana 

·I 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembarad: Negara Republik Indonesia Nomor 
4844); r 

Mengingat 

Menimbang 



PETUNJUK TEKNIS P~LAKSANAAN SENSUS BARAI\JG DAERAH 
PEMERINTAH KABUPA~N KONAWE UTARA TAHUN 2014 

Menetapkan 

! ' . 
. MEMUTUSKAN : 

··1 

4. Undang - Undang _·/; Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor. 4438); 

5. Undanq-Undanq Nomor 131 • tahun 2007 tentang 
Pernbentukan Kabupaten Konawe· Utara .. (Lernbaran Negara 
Repubhk Indonesla Tahun 2007' Nomor : 15, Tambahan 
tembaran Negara Repllblik Indonesia Nomor : 4685); 

6. Undang - Undang "Nornor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 · Nomor 82, 
Tam bah an tembaran Negara · Republik Indonesia Nomor 
5234 ); , 

7. Peraturan Pemerintah Nemer 58 Tahun 2005 tentang 
Pehqelolaan Keuanqan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 20.05 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesla Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Penqelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan 
Lernbaran Negara 1;: Republik . Indonesia Nomor 4609) 
sebaqaimana telah I dlubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 38 Tahun 20.Q8. tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pernerintah Nomor ~ Tahun 2006 tentanq' · Pengelolaan 
Bah:ing_ Milik Negara'lDaerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran 
Negara Repubiik Indonesia Nomor 4855); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor.' 71 Tahun 2010 tentang 
Stander Akuntansi , Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

10. Peraturan Presiderr \ Nomor 1 · · Tahun 2007 tentang 
. . . . I 

Penqesahan Penqundanqan dan Penyebarluasan Peraturan 
Perundang-Undangan; 

11. Peraturan Menteri Dalam Neqert Nomor 17 Tahun 2007 
Tentang Pedoman Teknis Penqelolaan Barang Milik Daerah; 

12. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 11 Tahun 2013 
tentang Penjabaran! Anggaran Pendapatan dan Belanja 

' I Daerah Kabupaten Kpnawe Utara Tahun Anggaran 2014; 
I 

.~ 
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12. Penyimpan Barang Milik Daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk menerima, 

menyimpan, dan mengeluarkan barang; 

13. Pengurus Barang Milik Daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus 
barang dalam proses pemakaian yang ada di setiap Satuan Kerja Perangkat 
Daerah/unit kerja; , , 

14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 'setanjutnva disingkat SKPD adalah perangkat 
daerah selaku Pengguna Barang; · ·· · 

15. Pengefolaan Barang Daerah adalah rJ~gkaian kegiatan terhadap barang daerah yang 
meliputi perencanaan kebutuhan dan penqanqcaran, pengadaan, pemanfaatan, 
pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penggunaan, penghapusan, 
pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian; 

> 

16. Pengadaan adalah kegiatan untuk rqe/akukan pemenuhan kebutuhan barang milik 
daerah dan jasa: · tJ I I O ., 

17. Penggunaan adalah kegiatan yang dllakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola 
dan menatausahakan barang milik daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan 
fungsi instansi yang bersangkutan; 

9. 

8. 

7. 

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara; . ' 

5. Barang Milik Daerah adalah sernua barang milik Pemerintah Kabupaten Konawe Utara 
yang dibeli atau diperoieh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang 
sah: · · · :! ', 

' . ! . . . 
6. Sensus Barang Daerah adalah pelaksanaan pencatatan semua barang milik/dikuasai 

Pemerintah Kabupaten l(onawe Utara .. untuk mendapatkan data barang yang benar 
dan dapat dipertanggungjawabkan serta akurat; 

Pengelola Barang ;Mili.k Daerah yang. selanjutnva disebut Pengelola adalah pejabat 
yang berwenang dan bertanggu ngjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta 
melakukan pengelolaan B.arang milik daerah: · 

Pembantu Penqelola Baranq milik daerah yang selanjutnva disebut Pembantu 
Pengelola adalah pejabat yang berta~ggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan 
pengelolaan baranq 'rnilik · daerah ya~g ada pad a Satuan Kerja Perangkat Daerah 
berdasarkan tugas pokok dan fungsi; · 

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut 
Kepala BPKAD Kabupaten konawe Utara adalah Pembantu Pengelola Barang milik 
daerah Kabupaten 'Konawe Utara; f 

I 
10. Pengguna Barang adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pejabat · 

pemegang kewenangan penggunaan baranq milik daerah; 
I I 

11. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah adalah Kepala Unit Kerja/Kepala Unit Pelaksana 
Teknis Dinas atau Pejabat yang ditunj1Jk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan 
barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya; 

BAB I 
,, 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

f 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : .. ' 

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utarp;. 

2. Pemerintah Daerah · adalah Bupatl ' dan Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah; , , 

3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara; 

, 
.)J 
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' 
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Pelaksanaan sensus barang daerah dilaksanakan sesuai dengan asas: 

1. Asas keseragaman yaitu adanya kesarnaan dan keseragaman dalam melaksanakan 
sensus barang daerah pada SKPD dari1~Unit Kerja; 

2. Asas fleksibilitas yaitu dapat dllaksanakan terhadap seluruh barang dan dapat 
menampung semua data barang yang diperlukan serta dapat dilaksanakan dengan 
mudah oleh semua petugas sensus; ;1, · · 

···I 
3. Asas efisiensi dan efektifitas yaitu dapat menghemat bahan peralatan, waktu, tenaga 

dan biaya yang diperlukan serta dapat.rnencapat sasaran yang diharapkan; 
' ' 4. Asas kontinuitas yaitu data yang ciiperoleh merupal<an dasar inventrasisasi dan 

. ' : 

Bagian Kedua 

Asas Sensus Barang Daerah 

p~sal 3 

I : I , ; 
18. Penatausahaan adalah rangkaian kegi~tan yang meliputi pembi.Jkuan, inventarisasi 

dan pelaporan barang.milik daerah ses~al dengan ketentuan yang; berlaku; 

19. Inventarisasi adalah kegiatan untuk meiakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan 
I 

hasil pendataan barang milik daerah; •i'' 

20. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian . yang selektif didasarkan pada 
,1 ' , • . 

data/fakta yang oby~ktif dan relevan denqan menggunakan metode/teknis tertentu 
untuk memperoleh nilai barang milik daerah: 

. . . I . 

21. Daftar Barang Penggur:1a yang selanjutnya disingkat dengan DBP adalah daftar yang 
memuat data barang yang digunakan oleh masinq-maslnq Pengguna Barang; 

• 11 .. 

22. Daftar Barang Kuasa Pengguna, yang selanjutnya disingkat dengan DBl<P adalah 
daftar yang mernuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna 
Barang; · 

23. Kendaraan Dinas . adalah Kendaraan Milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan 
hanya untuk kepentlnqan dinas, terdiri atas kendaraan dinas, kendaraan dinas 
operaslonai/kencarean dines jabaten dan kendaraan dinas khusus/lapanqan. 

. . .. ,; 
, , BAB II 
'·; 

SENSUS !BARANG DAERAH 

Bagian Pertama 
"'· 

Malcsl)d dan Tujuan 
·, 

P~al 2 
(1) Sensus barang daerah dilaksanakan sebagai tindak lanjut arnanat Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007:.,T~ntang Pedoman Teknis! Pengelolaan Barang 
Milik Daerah untuk menyusun Buku 1nventaris dan Buku Induk Inventaris beserta 

,·\ I 

rekapitulasi barang milik Pemerintah Kagupaten Konawe Utara; 
' '.) I I 

(2) Tujuan yang ingin dicapai dart pelaksanaan sensus barang daerah adalah untuk 
memperoleh data kekayaan Pemerintqh~ Kabupaten Konawe Utara, sehingga dapat · 
meningkatkan tertib admtnlstrasl, tertib kebutuhan, tertlb pelaksanaan pengadaan, 
tertib inventarisasi,· -terttb penggunaan', 

1 
tertib pemeliharaan/ perawatan dan tertib 

penghapusan; · 1 · 

(3) Data barang secara · 1engkap, baik mengenai spesifikasi, status kepemilikan rnaupun 
daya guna dari setlap' barang yang ada di seluruh SKPD, Unit Kerja yang diperoleh dari 
Sensus Barang Daerahdlqunakan untuk rnenvusun rencana kebutuhan . 

.. . :i : 

:I. I 
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c. Hasil sensus barang daerah dltuanqkan dalam buku inventaris SKPD dan Unit 
Kerja, selanjutnya dilaporkan secara berjenjang. 

d. Panitia Sensus Barang Daera'h mey,1gkompilasi buku inventaris SKPD dan Unit 
Kerja, untuk disusun menjadi B~y Induk Inventaris Pemerintah Kabupaten 
Konawe Utara, selanjutnya dllaporkan kepada Gubernur Provinsi Sulawesi 
Tenggara. :.j 

II' 

Bagian Kelima 

Metode dan Prosedur 

Pasal 6 

(1) Pelaksanaan sensus barang daerah Kabupaten Konawe Utara .dilakukan dengan 
metodologi kombinasi sensus total dan mutasi yaitu melakukan pencatatan terlebih 
dahulu terhadap seluruh barang inventris sesuai kondisi yang sebenarnya dan 
selanjutnya dilakukan pencocokan dengan data inventaris per 31 Desember tahun 
2013 sebagai data pembandinq, · 

(2) Prosudur pelalcsanaan sensus barang daerah dilakukan sebagai ~erikut : 

a. SKPD dan Unit Kerja menylapkan data inventaris barang daerah per 31 
I 

Desember 2013 sebagai data awa.l~~ntuk melakukan sensus barang daerah. 

b. Pengurus Bararig dan Penyimpan :!Barang SKPD dan Unit Kerja mencocokkan 
dan mengkoreksi data barang in~~ntaris, selanjutnya melaksanakan sensus 
barang daerah. · ·'1 

·, I 

(1) Tahapan pelal<sanaan sensus barang daerah dllaksanakan oleh masing-masing 
. . . I 

pengguna/kuasa pengguna barang pr3da SKPD dan Unit Kerja dengan mengisi 
formulir buku inventaris secara terinci sesual dengan kondisi yang sebenarnya. 

(2) Formulir yang wajib diisi sebagaima.~~ dimaksud pada ayat (1) terlampir dalam 
lampiran Peraturan Bupati Konawe u~ar,~ ini. 

' 
(3) Secara teknis pelaksanaan sensus batang daerah dilakukan oleh Pengurus Barang 

yang berada pada SKPD dan Unit Kerj'a ',yang bersangkutan . 

.·!' 

Bagian rKeempat 
I' . .,. 

Tahap Petaksanaan 
l1 , Pasa1 s 

. I 

(2) Pembentukan Panitia dan Pelaksana Sensus Barang Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe Utara. 

' ' 
I 
' I 

. , Bagian Ketiga 

Pelaksana Sensus Barang Daerah 

Pasal 4 
(1) Pelaksana sensus barang daerah terdiri dart : 

1. Panitia Sensus Barang Daerah Pemerintah Kabupaten Konawe Utara; 
2. Pelaksana Sensus Barang Daerah SKPD; 
3. Pelaksana SensusBaranq Daerah Unit Kerja. 

dapat dipergunakan secara berk~\~njutan guna merencanakan kebutuhan 
selanjutnya untuk menunjang pelaks~r;iaan penyelenggaraan pemerintahan; 

5. Asas kepercavaan 1 yaitu data dan iiW9rmasi hasil sensus barang oleh SKPD dan 
Unit Kerja telah diyakini benar dan v?,lid . 

'' ·~ 
j} 

; . '> I 
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(1) Tahap Pelaksanaan Sensus '\ .. 
Tahapa.n Pelaksanaan Sensus Barang Daerah, meliputl : 

i I 
1) Penyampaian formulir dan bahan sarnpal unit kerja terendah; 
2) Melaksanakan sensus barang da¢(ah masing-masing di SKPD dan Unit Kerja 

dengan mengisi KIB dan KIR; l ', 
f I 

3) Penyelesaian hasil sensus barang1/milik daerah dengan menyampaikan buku 
inventaris oleh unit kerja terendah 1~epada atasan; 

,; I 
4) Pebuatan Daftar Rekapitulasi oleh.J;init/Satuan Kerja; 

''I I 

5) Mengawasi dan mengevaluasi hasfl.sensus barang dalam SKPD masing-masing; • 

«. 

Bagian Kedua 
Pelaksanaan 

Pasal 8 

:, i. 
BAB. III 

PELAKSANAAN SENSUS BARANG DAERAH 
Bagiari Pertama 

.: Per~/pan 
p;J.'.;pl 7 1, 

Dalam tahap persiapan, Sadan Penqelolasn Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 
Konawe Utara, melakukan hal-hal sebagi b.~nkut : 

i' 

a. Membuat surat keputusan pernbentukan Panitia Sensus Barang Daerah Kabupaten 
Konawe Utara. 

b. Menyiapkan bahan sensus barang daerah meliputi : .stiker kode lokasi dan kode 
barang, kartu inventaris . ruangan (KIR), Kartu : Inventaris Barang (KIB), Buku 
Inventaris, dll. 

c. Melaksanakan bimbingan teknis bagi . para petugas dan Pengurus Barang pada 
SKPD dan Unit Kerja. 

., 
.:1 t.i 

< 
3) Buku Inventaris 

i J ' •.1 . .. ~ . 
. :· t \ 

(3) Barang inventaris yang disensus adal~~\eluruh barang milik/ dikuasai Pemerintah 
Ka bu paten Konawe 1 Utara, termasuk barang rnl'ik Pemerintah Provinsi Sulawesi 
Tenggara dan barang milik negaJ,a: yang dimanfaatkan oleh Pemerintah ·, 
Kabupaten Konawe Utara. ;;r··· 

(4) Barang persediaan dan konstruksi dalern pengerjaan tidal< termasuk obyek sensus 
barang daerah. ' 

(5) Seluruh barang inventaris SKPD dan Unit Kerja oleh Pengurus Barang harus 
dicocokkan dan dicatat dengan lengkap sesuai dengan keadaan barang pada saat 
itu dalam bentuk : 

1) Kartu Inventaris Ruangan (KIR) 
2) Kartu Inventaris Barang (KIB), yang terdiri dari : 

a. KIB A : Tanah 
b. KIB B : Peralatan dan Mesin . 
c. ICTB C : Gedung dan Bangunan 
d. ICTB D : Jalan, Irigasi dan Jaringan 
e. KIB E : Aset Tetap Lainnya 
f. KIB E : Konstruksi Dalam Pengerjaan .... 

t.J ,,. 



1t ' 
(3) Sensus barang daerah yang dikerjakan oleh Pengurus Barang yang bersangkutan 

terhadap 6 ( enam) golongan barang, meliputi : 

' ' 
g. Melaporkan dan mengusulkan penqhapusan barang inventaris yang sudah 

rusak berat, hilang, tidak berda~a guna dan secara ekonomis sudah tidak 
efisien dengan menggunakan · forrnulir daftar. usulan barang yang akan 
dihapus. 

Contoh: 
Tercatat dalam daftar inventarls sebanyak 50 buah kursi lipat seharga Rp. 
3.000.000,- diperoleh pada bulan Oktober 2009, sedangkan kenyataan yang 
ada sekarang hanya 35 buah, rnaka kolom jumlah barang (kolom 13) angka 
50 dicoret diganti dengan angka 35, jumlah harga (kolom 14) angka Rp. 
3.000.000,- diganti dengan Rp. 2.100.000,- untuk 15 buah yang berkurang 
dilaporkan dalam dafter usulan barang untuk dihapus. 

d. Setiap coretan tersebut harus diparaf pada setiap bagian kanan buku 
inventaris oleh Pengurus Barang yang bersangkutan. 

e. Khusus untuk kendaraan bermotor pada buku inventaris (kolom 15) diisi 
dengan Nomor Regestrasi Kendaraan (Nomor Polisi). 

f. Mengisi KIR dan KIB baru sesuai dengan data barang yang ada di masing 
masing Unit Kerja, UPTD dan SKJ?D. 

4. Selanjutnya mencocokkan, menelitl dan mengkoreksi data barang inventaris 
dengan hasil pencacahan barang yaQg sebenarnya, dengan ketentuan : 

a. Apabila barang yang tercatat d~lam Buku Inventaris sesuai dengan fisik 
barangnya beri tanda chek ( v) pada nomor urut dalam buku inventaris; 

b. Apabila terdapat barang yang .~idak tercatat dalam buku inventaris, maka 
barang tersebut harus dicatat dalarn forrnulir buku inventaris baru; 

c. Apabila terdapat barang yang ti~ak sesuai antara barang dengan kenvataan, 
maka data buku inventaris dikoreksi dengan cara mencoret data yang 
sebenarnya dan selisih kurarighya dicatat pada formulir Daftar Usulan !, 
Barang untuk dihapus, pada nomor urut dalam buku inventaris diberi /,. 
tanda ( - ). 

'. t I 
':-,f 
' f 
' 'i'· 

6) Membuat Buku Irduk Inventaris P¢Merintah Kabupaten Konawe Utara; 

7) Melaporkan haslt sensus barang d~e'rah Pemerintah Kabupaten Konawe Utara 
kepada Pemerintah Provinsi dan oJparteman Dalam Negeri. 

(2) Pengurus Barang selaku petugas sensus barang daerah berdasarkan data buku 
lnventaris per 31 Desember tahun 2;013 sebagai data pembanding melakukan 
kegiatan sebagai berikut : ·' 

1. Melakukan pencatatan barang imr.entaris Unit Kerja, UPTD dan SKPD yang 
bersangkutan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan melaporkan 
hasilnya. 

2. Menempelkan stiker kode barang dan kode lokasi barang, khususnya pada · 
peralatan dan mesin serta sebagian asset tetap lainnya (buku). 

3. Barang yang belum tercatat dalam buku inventaris sebagaimana dimaksud ayat 
(2) dicatat dan disensus sampai dengan tanggal 1 Desember 2014, baik barang 
baru maupun barang lama. 

i r 
.d • 

barang daerah harus diberi kode 
I 

baran'g!, setiap 
' ,, 

·.I. 
' ,I . J , 

1" 111 

h. Dalam kegiatan sensus 
sebagai berikut : 

a) Nomor Kode Lokasi 
b) Nomor Kade Barang 
c) Nomor Register Barang 



. I 

r 

Bagiart Ketiga 
" 

Mek1hisme 
~ 

Pasal 9 

Mekanisme pelaksanaan pengumpulan data sensus barang daerah yaitu Pengurus 
Barang melaksanakan sensus barang daerah dengan tahapan dimulai dari satuan kerja 
terendah secara berjenjang sebagai berikut : 

ii 
1). Satuan Kerja Sekolah Negeri (SD, SLTPi.~an SLTA) 

A. Kepala Sekolah SD membantu :. pengurus Barang Cabdikbud Kecamatan 
mengisi KIR dan KIB A sampai der:ig~n KIB F 

B. Pengurus Barang SLTP dan SLTA rriengisi : 
a) Kartu Inventaris Barang (KI!f3f°'' A sampai dengan KIB F, sesuai dengan 

petunjuk pengisian KIB masinq-rnaslno dibuat rangkap 2 (dua) 
b) Kartu Inventaris Ruangan (KIR), berdasarkan letak barang menurut 

6) Konstruksi dalam pengerjaan 

( 4) Sekretariat Panitia Sens us Barang Ka bu paten Konawe Utara yang berada di 
BPKAD Kabupaten Konawe .Utara menerima dan rneneliti . berkas-berkas yang 
telah diisi oleh Penqurus Barang SKP[?. 

(5) Buku inventaris yang telah dltandatanqanl oleh Pengurus Barang dan Kepala 
SKPD, selanjutnya satu eksemplar untuk SKPD. yang bersangkutan dan satu 
eksemplar dikembalikan kepada Panitia Sensus Barang Daerah Kabupaten 
Konawe Utara. 

(6) Jenis Formulir Sensus Barang Daerah, sebagaimana terlampir 

a) bangunan gedung 
b) bangunan monumen 

4) Jalan, irlqasl' dan jaringan 

a) Jalan dan jembatan .!: 
b) Banqunan ai'r/irigasi , , 
c) Instalasi · ' ' . ,.,. 
d) Jarmqan I : I . ·,~); 

. i . . t1 l 
5) Aset tetap Iainnya , , . -r, ,' 

a) Buku dan perpustakaan ' 
I I ;:; 

b) Ba rang bercorak kesenian I kebudayaan 
c) Hewan / ternak dan tumbuhan 

Utara. 

1) Tanah : ,.... 
Tanah Hak Pakat, tanah yang· dikuasai Pemerintah Kabupaten Konawe 

' . 

'I 

... . 

2) Peralatan dan Mesin : 

a) Alat-alat besar 
b) Alat-alat angkutan .,. 
c) Alat-alat .bengkel dan alat ukur 
d) Alat-alat pertanian/peternakan 
e) Alat-alat '.~aiitor dan rumah fongga 
f) Alat-alat studio dan komunikasi 
g) Alat-alat kedokteran 
h) Alat-alat llaboratorium 
i) Alat-alat keamanan 

3) Gedung dan Bangunan 



Setiap Pengurus Barang pada Ca bang ,Dinas Dikbud Kecamatan mengisi : 
a) Kartu Inventaris Barang (l<IB) A sampai dengan KIB F, sesuai dengan petunjuk 

pengisian KIB maslnq-mastnc dibua.t(rangkap 2 (dua) 
b) Kartu Inventaris Ruangan (KIR), berdasarkan letak barang menurut ruangan 

masing-masing. 1' 

• ... : • 

c) Buku Inventaris Barang yang ber~cfa di Kuasa Pengguna atau Cabdikbud yang 
bersangkutan rangkap 4 (empat) d'.an setelah diisi, kemudian menggabungkan 
dengan Buku Inventaris dari semua Satuan Kerjanya menjadi Buku Inventaris 
l<uasa Pengguna Cabdikbud. Dari' i3uku Inventaris dimaksud harus dibuatkan 
rekapitulasinya. '.: ,'. 
Lembar ke- 4 disimpan di Kuasa Pengguna / Cabdikbud sebagai arsip, 
sedangkan lembar ke- 1 s/d 3 d1kirimkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten 
Konawe Utara. · · 

d) Buku Inventaris Kuasa Pengguna / .Cabdikbud terdiri : 
i. Buku Inventaris Barang Daerah Provlnsi sebanyak 4 rangkap 
ii. Buku Inventaris Barang Daerah Kata sebanyak 4 rangkap 
iii. Buku Inventaris Barang Milik / Kekayaan Negara sebanyak 4 rangkap 

(kalau ada) .. 

3). Kuasa Pengguna pada .Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara 
Setiap Pengurus Ba.ran:g Kuasa Penggl!na pada Sekretariat Daerah mengisi : 
a) Kartu_ ~nventaris Baranq (l?B) ~ sa~pai dengan KIB F, sesuai dengan petunjuk 

penqrsian KIB masmg-masmg dibuat'ranqkap 2 (dua) 
b) Kartu Inventaris 'Ruanqan (KIR), berdasarkan letak barang menurut ruangan 

masing-masing. 
c) Buku Inventaris Barang yang berada di Kuasa Pengguna Unit Sekretariat 

Daerah dalam rangkap 3 (tiga) barang-barang yang ada di Sekretariat Daerah 
(Setda) dan setelah diisi, kemudian menggabungkannya dari semua Satuan 
Kerja / Sub Unit Setda. 
Lembar ke- 3 disimpan di Unit Setda sebagai arsip (Buku Inventaris Unit 
Setda), sedangkan lembar ke- 1 s/d 2 dikirimkan ke Pengelola Barang lewat 
Pembantu Pengelola Barang. :::1' 

d) Buku Inventaris Unit I Satuan KerjaSetda terdiri : 
i. Buku Inventaris Barang Daerah' Provinsi sebanyak 3 rangkap 

' I ii. Buku Inventaris Barang Daerah Kabupaten sebanyak 3 rangkap 
I 

iii. Buku Inventaris Barang Milil< · / Kekayaan Negara sebanyak 3 rangkap 
(kalau ada) · 

i . 
ruangan rnasing-masing. :. i . 

c) Buku Inveritaris Barang yang o~rada di sekolah Negeri yang bersangkutan 
rangkap 5 (lima). 
Khusus untuk SD Lembar ke-' 5 disimpan di sekolah yang bersangkutan 
sebagai arsip (Buku tnventans' sekolah), sedangkan lembar ke- 1 s/d 4 
dikirimkan ke Kuasa Penqquna.Baranq (Cabdikpora Kecamatan) 

d) Buku Inventaris Barang yang berada di sekolah SLTP dan SLTA yang 
bersangkutan rangkap 4 (empat). 
Lembar ke- 4 disimpan di sek'?Jah yang bersangkutan sebagai arsip (Buku 
Inventaris sekolah), sedangkan lembar ke- 1 s/d 3 dikirimkan ke Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan Ka.~upaten Konawe Utara. 

e) Buku Inventaris sekolah terdiri :· 
i. Buku Inventaris Barang Daerah Provinsi sebanyak 4 rangkap 
ii. Buku Inventaris Barang Daerah Kata sebanyak 4 rangkap 
iii. Buku Inv.entaris Barang Mili~ / Kekayaan Negara sebanyak 4 rangkap 

(l<a!au ada). k 
Masing-masing dicatat seccfra terpisah sesuai pemilikan barangnya, 
kalau ada di sekolah tersebut, begitu juga untuk KIB dan KIR. 

2). Satuan Kerja Cabang Dinas Dikbud Kecamatan 
I 

.r 

' ; ~ i .d 
. I 1, 



Buku-buku Inventaris tersebut dikompilasi oleh Pengelola Ba rang ( dilaksanakan 
oleh Pembantu Pengelola) sebagai pusat inventarisasi, maka diperoleh : 

i. Buku Induk Inventaris Bar~Ag Daerah Pemerintah Kabupaten Konawe 
Utara sebanyak 2 rangkap. R~ngkap ke-1 (satu) disimpan di Pemerintah 
Kabupaten Konawe Utara d~h rangkap ke-2 disampaikan Ice Provinsi 
Sulawesi Tenggara. :. ·, 

' 
b) Menerima Buku Inventaris dari Unit Setda (terrnasuk Kuasa Pengguna) dalam 

rangkap 2 (dua). : :, 
I 

5) Pengelola Barang Milik Daerah 
a) Menerima Buku Inventaris dari semua SKPD (termasuk satuan kerjanya) dalam 

rangkap.2 (dua), dan · 

5). Sekretariat Daerah kabupaten Konawe Utara 
Sekretariat Daerah dikoordinir oleh Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Konawe 
Utara, bertugas : :,, 
a) Menghimpun Buku Inventaris darlsetiap Kuasa Pengguna Barang Setda. 
b) Buku Inventaris · Barang yang berada pada unit Sekretariat dibuat dalam 

f I 

rangkap 3 (tiga) dan setelah diisi} kemudian :menggabungkan dengan Buku 
Inventaris dart semua kuasa Pengguna unit kerja menjadi Buku Inventaris 
Sekretariat • Daerah. Dari Bul<U Inventaris dimaksud harus dibuatkan 
re!capitulasinya. 

i . 

Lembar ke- 2 disirnpan di Pengelola sebaqat arsip, sedanqkan lembar ke- 1 
dikirimkan ke ~UJJati . .I. . 

c) Buku Inventaris SKPD, terdiri : ir . 
i. Buku Inventaris Barang Daer'~h Provinsi se.banyak 3 rangkap 
ii. Buku Inventaris Barang Daera'b Kabupaten' sebanyak 3 rangkap 
iii. Buku Inventans Barang Milil<i1J Kekayaan Negara sebanyak 3 rangkap 

(kalau ada), · ); . 
iv. Masing-masin.g .dicatat secara terpisah sesuai pemilikan barangnya, kalau 

ada di SKPD tersebut, begitu juga untuk KIB dan KIR . · : 

Masing-mas_ing dicatat secara terpisah sesual pemilikan barangnya, ka/au 
ada di SKPD tersebut, begitu juga untuk KIB dan KIR 

' , ' · I •,' 

i 1· 

1-f I ; ! 
. ,/ . ' 

"' : i ' 

. i , 

4) Pengguna Barang Satuan Kerja Peranqkat Daerah (SKPD) 
Setiap Pengurus Baranq pada SKPD m~~gisi : 
a) Kartu Inventaris Barang (KIB} A sampai dengan KIB F; sesuai dengan petunjuk 

pengisian KIB masing-masing .dibuat rangkap 2 (dua) 
b) Kartu Inventaris Ruangan (KIR), berdasarkan Ietak barang menurut ruangan 

. . I 
masmg-masmg. · 

c) Buku Inventaris Baranq yang berada di SKPD yang bersangkutan rangkap 4 
(empat) .:s . 

d) Bagi SKPD yang memilki UPTD, ni~nggabungkan dengan Buku Inventaris dari 
semua Kuasa Pengguna J UPTGf~ menjadi Buku Inventaris SKPD Satuan 
Kerjanya. . ·1.~ · 

Dari Buku Inventaris dimaksud haruh dibuatkan rekapitulasinya. 
Lembar ke- 4 disimpan di SKPD sebagai arslp, sedangkan lembar ke- 1 s/d 3 
dikirimkan ke Pengelola Barang lewat Pembantu Pengelola Barang. 

e) Buku Inventaris SKPD, terdiri : 
i. Buku Inventaris Barang Daerah. Provinsi sebanyak 3 rangkap 
ii. Buku Inventaris Barang Daerah Kabupaten sebanyak 3 rangkap 
iii. Buku Inventaris Barang Milik. J Kekayaan Negara sebanyak 3 rangkap 

(kalau ada) . 1 

Masing-masing dicatat secara .terpisah sesuai pemilikan barangnya, kalau 
ada di SKPD tersebut, begitu fuga untuk KIB dan KIR 

r"' 
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SERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2014 NOMOR S-/2 

H.ABUHAERA 

. SEKRETARIS DAERAH A 
KAB. KONAWE UTARAf 

Diundangkan di Wanggudu · 
Pada tanggal fl J JULI ·iv1lf 

,ft 

.. I . . 
< ~· .. 

iJ'1 .: 1;, 
'i tr ~ · .... · 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini 
dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Lifara. 

'({ ·: 
;· i 

Pasal 11 

Peraturan Bupati ini' rnulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
i 

BAB IV . 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 10 
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam ,~raturan Bupati rru sepanjang mengenai 
teknis pelaksanaannyacltetapkan oleh Pengelola Barang Mi!ik Daerah. 

'. 

ii. Buku Inventaris Barang Provinsi sebanyak z' rangkap. Rangkap ke-1 (satu) 
disampaikan ke Pemerintah Provins! Sulawesi Tenggara dan ranqkap ke-2 
disimpan di Pemerintah Kabupaten Konawe Utara. 

iii. Buku Induk Iriventaris Barang !Milik/ Kekayaan Negara sebanyak 2 rangkap 
(kalau ada). Rangkap . ke-lj :· (satu) disampaikan ke masing-masing 
departemen dan rangkap ke-2:,disimpan di Pemerintah Kabupaten Konawe 
Utara. · ' 

c) Buku Induk Inventaris Barang Pemerinteh Kabupaten Konawe Utara dibuat 
daft:ar Rekapitulasi induk untuk ,;-r1enggambarkan jumlah barang Pemerintah 
Kabupaten Konawe Utara. Sedangkan Buku Inventaris Barang-barang 
Provinsi, Barang MilikiKel<ayaan Negara dibuatkan pula Daftar Rekapitulasinya 
masing-masing 1 ; ranqkap 2 (QJ.Ja), · untuk memudahkan Provinsi 
rnenqurnpulkan '/ rnenqkornpilasi Qaftar rekapitulasi tersebut di Provinsi untuk 
disampaikan ke Menteri Dalam Ne"geri dan arsip di Provinsi. 

! I 

· .. 1 · Ditetapkan di : Wanggudu 
Pada tanggal : ~:!. Juli 2014 

. Pr BUPATI KONAWE UTA~ 



1 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sensus Barang Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2014 

Sensus Barang Daerah tahun 2014 dilaksanakan untuk memperoleh data yang lengkap 
seluruh kekayaan dalam bentuk barang milik Pemerintah Kabupaten Konawe Utara dengan 
memperhatikan : : 

1. Azas Keseragaman yaitu adanya kesamaan dan keseragaman dalam melaksanakan 
. I 

Sensus Barang Daerah dari Unit / Satuan Kerja Perangkat Kabupaten 
2. Azas Fleksibilitas yaitu semua dapat dilaksanakan terhadap seluruh barang dan dapat 

menampung semua data barang yang diperlukan, serta dapat dilaksanakan dengan 
mudah oleh semua petugas. 

3. Azas Efisiensi yaitu dapat memperoleh bahan dan peralatan, waktu, tenaga, dan biaya 
yang diperlukan serta dapat mencapai sasaran yang diharapkan. 

4. Azas Kontinuitas yaitu data yang diperoleh merupakan dasar inventaris dan dapat 
dipergunakan secara berkelanjutan guna merencanakan kebutuhan selanjutnya untuk 
menunjang suksesnya pelaksanaan pembangunan didaerah secara bertahap. 

., 
E 
h 

B. Azas Sensus Barang Daerah 

Tujuan yang ingin dicapai dari Sensus barang daerah ini adalah untuk memperoleh data 
Kekayaan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara sehingga dapat memberikan informasi yang 
tepat bagi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penyimpanan, 
dan penyaluran, pemeliharaan, penghapusan, pengendalian, pemberdayaan / pemanfaatan 
dan pengamanan, maka setiap Unit / Satuan Kerja sebagai pengelola I pemakai harus dan 
mengetahui secara pasti keberadaan dan status pemiliknya sekaligus dapat mengevaluasl 
hasll - hasil pembangunan di Pemerlntah Kabupaten Konawe Utara yang telah dilaksanakan 
selama 5 tahun terakhir. ...: 

~ 

I• 

Adapun yang dimaksud dengan Sensus 'karang daerah adalah mengakuratkan pelaksanaan 
pencatatan semua barang inventaris riiilik / yang dikuasai Pernerintah Kabupaten dan 
barang Provinsi serta barang Inventaris milik Negara baik yang berada dibawah Penguasaan 
Departemen Dalam Negeri maupun Departemen lain yang berada dan dikelola oleh 
Pemerintah Kabupaten Konawe Utara dengan cara pencocokan data yang ada dalam Buku 
Inventaris dengan kondisi lapangan dan pencatatan langsung terhadap barang - barang 
yang belum tercatat, serta melakukan verifikasi sehingga diperoleh data yang lengkap dan 
terinci sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. 

Untuk mendapatkan data barang yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan serta 
akurat ( Up todate ), maka dlpandang perlu melakukan sensus barang Daerah Pemerintah 
Kabupaten Konawe Utara. Sebagai pedoman Pelaksanaan Sensus Barang Daerah perlu 
disusun petunjuk teknis pelaksanaannva ,agar dijadikan pegangan yang tepat dan jelas bagi 
para pelaksana Sensus barang daerah, sehingga hasil yang dicapai sesuai dengan yang 
diharapkan. lJ 

A. Maksud dan Tujuan 

' .; I. PENDAHULUAN 
'"· 

PETUNJUK PELAKSANAAN SENSUS BARANG DAERAH 

KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2014 

Lampiran Keputusan Bupatl Konawe Utara 
Nomor 
Tanggal 

l n 
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r. 

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sensus Rarang Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2014 

Barang yang disensus adalah seluruh barang - barang Inventaris Milik I yang dikuasai 
Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara terdiri dari atau dikelompokan menjadi: 

a. Barang milik Provinsi Sulawesi Tenggara yang berada pada Unit / SKPD Kabupaten 
Konawe Utara termasuk barang yang .berada pada Perusahaan Daerah ( Perusda ) 

b. Barang milik Kabupaten Konawe Uta~ yang berda pada · Unit/SKPD Kabupaten Konawe 
Utara, baik yang bersumber dari hasilipembelian sendiri, Hibah, Donasi dan lain-lain yang 
dimiliki dan dlgunakan Pemerintah KaOupaten Konawe Utara. 

c. Barang milik Departemen Dalam Negeri, dalam arti barang milik Depdagri yang berada 
pada dan digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Utara beserta jajarannya. 

d. Barang milik Negara dalam arti mihR Departemen / Lembaga lain yang berada dan 
digunakan oleh Pemerintah Kabupatet Konawe Utara 

I' 
• I Khusus untuk barang Perusda yang d1la~ukan sensus barang daerah adalah terhadap barang 

yang merupakan aktiva berupa tanah,' bangunan dan . barang inventaris lain yang tidak 
termasuk barang usaha. 
Berdasarkan data yang diperoleh dari1 hasil sensus baranq daerah dimaksudkan diatas, 
Pemerintah Kabupaten Konawe Utara membuat Buku Induk Inventaris dan Buku Inventaris 
yang meliputi seluruh Barang Inventaris milik I dikuasai Pemerintah Kabupaten Konawe 
Utara yang terdiri dari : 
• Buku Inventaris Barang Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara 
• Buku Inventaris Barang Milik Departemen Dalam Negeri 
• Buku Inventaris Barang Milik Departemen / Lembaga lain. 
• Buku Induk Inventaris Barang Daerah Milik Pemerintah Kabupaten Konawe Utara 
• Buku Inventaris Barang Milik Pemerintah Kabupaten yang dipisahkan ( Perusda) 

Agar pelaksanaan Sensus Barang Daerah tercapai sesuai dengan yang diharapkan, maka 
Sensus Barang Daerah Tahun 2014 dapat~diuraikan sebagal berikut : 

' ., 
1. Dinas Pendapatan Pengelola Keuangariidan Aset Kabupaten Konawe Utara menyampaikan 

Kartu Inventaris Barang ( KIB) yang .terdiri dari KIB : A, B, C, D, Edan F kepada seluruh 
Unit / Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) Kabupaten Konawe untuk diisi dengan 
data awal dari KIB. Unit / SKPD yang si.Jdah ada ditambah barang - barang yang belum 
tercatat dalam kelompok KIB-nya yapg' diperoleh dari pengadaan baru, mutasi, dari unit 
lain, akibat penggabungan SKPD atau Pemisahan SKPD dart adanya penerapan Susunan 

~· 1 

Organisasi Tata Kerja Perangkat (SOTK) Kabupaten Konawe Utara baru ataupun yang 
diperoleh dari pelimpahan eks. Kantor Cabang Dinas Proplnsi yang menjadi Dinps 
Kabupaten berdasarkan bukti penverahan yang ada. 

I' 

2. Setelah diisi dan ditandatangani oleh, pengurus barang dan pimpinan Unit /SKPD di copy 
masing - maslng 1 lembar disarppaikan kepada Bupati Cq. Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan dan · Aset (DPPKA) Kabupaten Konawe Utara sebagai bahan 
evaluasi dan pencocokan data barang dengan kenyataan fisik dilapangan. 

3. Hasil evaluasi tersebut dimasukan dalam Buku Inventaris yang merupakan hasil sensus 
Barang Daerah maslng - masing unit / SKPD dan dibuat Rekapitulasi per golongan, ( 01 
s/d 06 ) bidang barang( 01 s/d 19 ) selanjutnya dikirim kepada Bupati Cq. Sadan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKAD) Kabupaten Konawe Utara untuk dihimpun serta 
dibuat Buku Induk Hasil Sensus Barang Daerah Kabupaten Konawe Utara. 

4. Tim Teknis Sensus ( Technical Team Census) Barang Pemerintah Kabupaten Konawe 
Utara menyampaikan laporan hasil sensus Barang Daerah tahun 2014 kepada Bupati 
Konawe Utara. 

Pelaksanaan Sensus Barang Daerah tahun 2014 dilaksanakan oleh Tim Teknis Sensus 
Barang Daerah Pemerintah Kabupaten Konawe Utara, secara teknis pelaksanaan Sensus 
Barang Daerah dilakukan oleh Pengurus Barang Inventaris yang berada pada setiap Unit I 
Satuan kerja Pemerintah Kabupaten Konawe Utara yang bersangkutan. 

D. Metode dan Prosedur 

c. Pelaksanaan 



3 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sensus Barang Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2014 

II. PENCOCOKAN DAN PENGISIAN DA{fl 

A. Persiapan ·i ··i ., 
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sensus ~~rang Daerah ini digunakan sebagai pedoman bagi 
pengurus Barang unit /Satuan kerja ~~ar dapat melaksanakan tugas dilapangan dengan 
baik. I; 
Untuk mencapai sasaran tersebut dia~s dalam petunjuk teknis ini akan diuraikan secara 
rinci yang meliputi tahapan persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan. 
Dalam tahapan persiapan sensus barang Kabupaten Konawe Utara dalam hal ini BPKAD 
(Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) harus menyiapkan hal - hal 
sebagai berikut : 1 

1. Pelatihan / pembekalan bagi lim Teknis Sensus Barang Pemerintah 
2. Pemberitahuan / Keputusan Bupati Konawe Utara · i kepada seluruh unit I SKPD 

Kabupaten Konawe Utara tentang pelaksanaan Sensus Barang Daerah 
3. Keputusan Bupati tentang pembentukan Tlrn Teknis Sensus Barang 
4. Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sensus Barang 

x x x 
x 

x 
x 

x 
x 

x 
1. Persiapan dan pencetakan Formulir dan Kartu 
2. Pembekalan Petugas Sensus dan Sosialiasi 
3. Pengisian Formulir dan Kartu oleh Pengurus Barang di 

SKPD . i 
4. Evaluasi / Pencocokan data disetiap SKPD oleh, Tlrn 

Teknis 
5. Revisi formulir sesuai hasil evaluasi oleh Pengurus 

Ba rang. 
6. Pengiriman KIB, BI, Rekap Hasil Sensus (RHS) ke tirn 

teknis . .-. 
7. Rekap BI dan RHS seluruh SKPQ oleh tim teknis 
8. Penyampaian hasil sensus kepaaa Bupati oleh tim teknis ~, 

Juli Agst Sep Okt Nop Des 

x 
Kegiatan No. 

Agar sensus Barang Daerah dilaksanakan tepat waktu oleh seluruh Unit I Satuan Kerja, 
maka perlu disusun jadwal pelaksanaan sensus yaitu secara global sebagai berikut : 
1. Persiapan dan percetakan Formulir, Kartu (KIR, KIB, BI, Rekap BI) Rekapitalasi Hasil 

Sensus (RHS) dan kodefikasi BMD (Barang Milik Daerah) bulan Juli 2014. 
2. Pembekalan bagi Pengurus Barang / llm Teknis Sensus / Satuan Kerja serta 

Pencanangan sensus termasuk penyampaian formulir dan kartu pada bulan Juli 2014. 
3. Pengisian formulir dan kartu oleh Pengurus Barang Unit/SKPD bulan Juli s/d September 

2014. j~ , . 
4. Pelaksanaan evaluasi dan pencocoka~ data bulan Agustus s/d September 2014 dimasing 

- masing Satker / SKPD. 
5. Memperbaharui atau merevisi formplJr (dokumen) sesuai hasil evaluasi oleh Pengurus 

Barang di SKPD masinq-masinq bulan Oktober 2014. 
6. Pengiriman Fotocopy KIB (Kartu Ipyentaris Barang A·F), BI (Buku Inventaris), RHS 

(Rekap Hasil Sensus) dari unit/ SKPb1ke Tim Teknis Sensus (BPKAD) Kabupaten Konawe 
Utara bulan Oktober 2014. i,, . 

7. Merekapitulasi dan menyusun BI, Rl)iS seluruh SKPD oleh lim Teknis Sensus Ka bu paten 
Konawe Utara bulan Oktober s/d Desember 2014. 

8. Menyampaikan laporan hasil sensus/ l:>arang daerah oleh lim teknis Sensus yang berupa 
Buku Inventaris / Buku Induk lnventaris serta laporan Tlrn Teknis Sensus kepada Bupati 
Konawe Utara bulan Desember 2014 

E. ladwal Pelaksanaan 



4 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sensus Barang Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2014 

Adapun tata cara pengisian kartu dan formulir sensus Barang Milik Daerah di Kabupaten 
Konawe Utara sebagai berikut: 

1. Kartu Inventaris Ruangan ( KIR ), terdiri dari 14 kolom, untuk mencatat semua barang - 
barang inventaris setiap ruangan dan ditempatkan / ditempelkan pada masing - masing 
ruangan. 

2. Kartu Inventaris Barang ( KIB ) A, tanah, terdirl dari 14 kolom untuk mencatat khusus 
tanah. 

c. Tata cara Pengisian Kartu dan Formulir 

h. Tim Sensus barang daerah akan melaksanakan evaluasi I pencocokan data (KIB 
A,B,C,D,E dan F ) pada masing - masing satuan kerja / SKPD 

f. Mengisi KIB Baru dengan cara mencatat semua Barang Inwentaris baik hasil 
pengadaan lama maupun yangl ,t,aru yang belum tercatat dan menambah dengan 
barang - barang yang sudah disp?3hkan dari pemerintah Kab. Konawe. 

111 
g. Melaporkan data barang yang c{q1am data, tetapi barang tidak diketemukan dengan 

dilampiri data barang ( KIB ) yan~ telah dikoreksi / diteliti dengan tanda coretan dan 
tinta merah dan telah diparaf olJh1 pengurus barang yang bersangkutan. t ', 

e. Apabila terdapat barang yang tidak sesuai dengan data awal dengan kenyataan atau 
tidak ditemukan fisik barangnya, maka data barang dimaksud dipindahkan dalam 
daftar barang-barang yang, diusulkan untuk diproses lebih lanjut 
(Penghapusan{Tuntutan ganti rQQi) dengan mencantumkan alasan dan informasi 
selengkap mungkin tentang ).. barang dimaksud pada kolom keterangan 
(hilang/dimusnahkan/dihibahkan pindah ke SKPD lain/dan sebagalnya). 

d. Apabila terdapat barang yang belum tercatat dalam KIB, maka barang tersebut 
dicatat dalam formulir Buku Inventaris, kemudian dipindahkan ke dalam KIB 
masing-masing. 

c. Apabila barang yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang, sesuai dengan fisik 
barangnya, beri tanda contary (v) pada nomor urut dalam KIB tersebut. 

b. Mencocokan / meneliti dan mengoreksi data barang yang tercantum dalam data lama 
dengan kenyataan fislk barang yang sebenarnya. 

a. Mengisi form / Mencocokan / memperbaiki Kade Lokasi Unit/ SKPD sesuai dengan 
tabel kode Lokasi dan kode barang yang baru. 

Adapun sistematika pelaksanaan senses iBarang Milik Daerah di Kabupaten Konawe Utara 
sebagaiberikut: , . 

1. Tim Teknis Sensus Barang Pemerir'itah Kabupaten Konawe Utara menyampaikan Kartu 
Inventaris Barang ( KIB) dan bahat,~nsus lainnya ke seluruh unit I SKPD 

2. Pengurus barang Unit / SKPD sel,~ bagian dari Tim Teknis Sensus Barang Daerah 
setelah menerima KIB segera melakukan : Y', . 

5. Keputusan Bupati tentang Penetapan Nomor Kode Unit / Lokasi dan Kode Barang 
Dae rah 

6. Menyiapkan bahan dan form Sensus Barang Daerah antara lain : 
• Kartu Inventaris Ruanqan ( KIR) 
• Buku Inventaris ( Bl) 
• Kartu Inventaris Barang (KIB) =. 
• Rekap Buku Inventaris dan Rekap Hasil Sensus (RHS) 
• Sarana lain yang dapat menunj,pg pelaksanaan Sensus Barang Daerah 

~ 
B. Pelaksanaan 
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f . ~ 

)"' Kode Kabupaten : 
Untuk Nomor Kode Kabupaten KonaWe Utara dengan Nomor (11 ) 

~ Kode Unit Kerja/SKPD ~ ii 
Nomor Kode SKPD dikelompokkan d~Jam 22 bidang, yaitu: 

1/ (1) Sekwan/DPRD; t J 
(2) Gubernur/Bupati/Walikota; !: ·~ 
(3) Wakil GUbernur/Bupati/Waliko~;.. 
(4) Sekretariat Daerah; 
(5) Bidang Kimpraswil/PU; 
(6) Bidang Perhubungan; 
(7) Bidang Kesehatan; 
(8) Bidang Pendidikan dan Kebudayaan; 
(9) Bidang Sosial; 
(lO)Bidang Kependudukan; 
(ll}Bidang Pertanian; 
(12) Bidang Perindustrian; 
(13} Bidang Pendapatan; 
(14) Bidang Pengawasan; 
(15) Bidang Perencanaan; 

)"' Kode Propinsi : T 
Untuk Nomor Kode Prov. Sulawesi Tenggara dengan Nomor Kode ( 21 ). 

~ Kode Komponen Kepemilikan 

1. Barang milik Pemerintah Propinsi dengan Nomor / Kode Barang ( 11 ) 
2. Barang milik Pemerintah Kabupaten/Kota kode baranq ( 12) 
3. Barang Milik Departemen / Lembaga lain yang ada dan dipergunakan oleh 

pemerintah daerah dengan Nomor / Kode Komponen Barang 00 ( Apabila belum 
dicatat/ diinventarislr oleh Departemen I Lembaga yang bersangkutan) 

D. Pemberian Kode Barang 

3. Kartu Inventaris Barang ( KIB ) B, Peralatan dan Mesin, terdiri dari 16 kolom untuk 
mencatat semua barang bergerak termasuk kendaraan roda empat dan dua dan barang 
inventaris lainya. 

4. Kartu Inventaris Barang ( KIB ) C, Gedunq dan Bangunan terdiri dari 17 kolom untuk 
mencatat setiap bangunan gedung daremonument. 

5. Kartu inventaris barang ( KIB ) D, Jalan, Irigasi dan Jaringan terdiri dari 17 kolom untuk 
mencatat setiap jalan, dan jembatan, 6angunan air I irigasi, instalasi dan jaringan . 

6. Kartu Inventaris Barang ( KIB ) E, Aset tetap lainnya, terdiri dari 16 kolom, untuk 
mencatat buku dan perpustakaan, barang bercorak kebudayaan, hewan I ternak dan 
tumbuh - tumbuhan dan sebagainya .. l i 

7. Kartu Inventaris Barang ( KIB ) F, konstruksi dalam pengerjaan, terdirl dari 15 kolom 
untuk mencatat setlap barang dalam ~roses pengerjaan. 

8. Buku inventaris digunakan untuk ~nyampaikan data barang secara keseluruhan dari 
unit / SKPD, terdiri dari 15 kolom, terleblh dahulu disudut kiri atas diisikan nama SKPD, 
sedangkan disudut kanan atas diisikan nomor kode lokasi. . ' 

9. Blangko / formulir rekapitulasi buku iriventaris ( Rekap Hasil Sensus ) terdiri dari 7 kolom 
dipergunakan untuk mencatat jumla~,barang hasil sensus (buku inventaris ), dengan 
kata lain buku inventarls dlbuat rekapnya. Setelah blangko I formullr tersebut diatas disi 
seluruhnya, maka pada sebelah kanan bawah dibubuhkan tanggal pencatatan dan 
dltandatangani pengurus barang dan sebelah kiri bawah diketahui dan ditandatangani 
oleh kepala unit/ SKPD yang bersangkutan. 



n : ,, ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~l~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ 

l 

(1) angka atau digit nomor kode lokasi ditulis secara berurutan dalam suatu garis datar. 
(2) digit 1 dan 2, Kode komponen kepemilikan barang 

Penullsan kode komponen kepemilikan barang sebagai berikut: 
a. Barang milik Pemerintah Pusat dengan Nomar Kade 00 
b. Barang milik Pemerintah Daerah Provinsi dengan Nomor Kade 11 
c. Barang Milik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Nomor Kade 12. 

(3) digit 3 dan 4, Kode Provinsi Sulawesi Tenggara 
(4) digit 5 dan 6, Kode Kabupaten Konawe Utara 
(5) digit 7 dan 8, kode bidang 

Kode bidang ini merupakan pengelompokan Bidang Tugas yang terdiri dari 22 
bidang. 

l I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Keterangan: j' .l t r • I •• 
1. Kode komponen Kepemilikan 2 digit ... 2. Kode Provinsi 2 digit (:' 3. Kode Kabupaten/Kota 2 digit 
4 Kode Bidang Tugas 2 digit 

I/ \I 
5 Kode Unit Bidang/SKPD 2 digit .r 
6. Kode Tahun Pembelian J Perolehan 2 digit 'I .. . ..,. 

7 Kode Sub Unit J UPTD J cab. Dinas/kode s digit 

a. Nomor kode lokasi tidak hanya -rnenqqambarkan / menjelaskan dimana barang 
tersebut berada tetapi juga menggarnbarkan status pemilikan barang unit dan sub unit 
/ UPTD serta tahun pembelian / perolehan barang 

b. Namor kode tersebut terdiri dari aias 7 kelompok dengan 14 angka / digit dituliskan 
berurutan kebelakang diatas sebuah garis lurus. 

1. Nomor Kode Lokasi 

Dalam rangka kegiatan sensus barang daerah maka setiap barang tersebut diatas diberikan 
Nomor Kade yang terdiri dari : 
1. Nomor kode lokasi 
2. Nomor kode barang 

Kecamatan diberi Nomor Kode mulai dari nomor urut 50 (lima puluh) dan seterusnya 
l ·, 

sebanyak 10 kecamatan pada Kabupaten Konawe Utara p 
f• 

III. CARA PENGGUNAAN NOMOR I' f 
' ,1 I 

Sasaran dari Sensus Barang Daerah adJl~h semua barang milik Pemerintah yang ada dan 
dipergunakan oleh Pemerintah Daerah yang terdiri dari : · 

a. Barang milik Pemerintah Provinsi 
b. Barang milik Pemerintah Kabupaten 
c. Barang milik Depdagri 
d. Barang milik Departemen I Lembaga lain 
e. Barang milik Perusda ( Barang milik daerah yang dipisahkan ) 

., 
ii '~ 

... 
(16) Bidang Lingkungan Hidup; 
(17) Bidang Pariwisata; 
(18) Bidang Kesatuan Bangsa; 
(19) Bldang Kepegawaian; 
(20) Bidang Penghubung; 
{21) Bidang Komunikasi, informasi dan dokumentasi; 
(22) Bldang BUMD. 

6 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sensus Harang Daerah Kabu}~ten Konawe Utara Tahun 2014 
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Keterangan: t j I i 1 1. Kode golongan barang 2 digit 
2. Kode bidang barang 2 digit --------~ 
3. Kode kelompok barang 2 digit - 
4 Kode sub kelompok barang 2 digit -----------~ 
5 Kode sub-sub kelompok barang 2 digit 
6. Nomor Reglster/Nomor urut barang 4 digit -.,.---------------' 

., 
~ 
'1 
[ 
C, 

1 2 3 4 S . 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

2. Nomor Kode Barang 
a) Nomor Kode barang diklasifikasikan ke dalam 6 (galongan) yaitu: 

(1) Tanah 
(2) Mesin dan Peralatan 
(3) Gedung dan Bangunan 
( 4) Jalan,Irigasl dan Jaringan 
(5) Aset Tetap Lainnya 
(6) Kanstruksi dalam Pengerjaan. 

b) Penggolongan barang terbagi atas Bidang, Kelompok, Sub Kelompok dan sub-sub 
KelompakfJenis Barang. 

c) Nomor Kode golongan, bidang, kelompok, sub kelompok dan Sub-Sub 
Kelompokfjenls barang 

d) Namar kode barang terdiri atas ~4 (empat belas) digit Yang tersusun berurutan ke 
belakang dibawah suatu garis lun.is sebagai berikut : 
a. Nornor Register . ~ . . 

Namor register merupakan · nornor urut pencatatan dart senep barang, 
pencatatan terhadap barang yang sejenis, tahun pengadaan sama, besaran 
harganya sama seperti meja dan kursi jumlahnya 150, maka pencatatannya 
dapat dilakukan dalam suatu format pencatatan dalam lajur register, ditulis: 
0001 s/d 0150.Nomar urut pencatatan untuk setiap barang yang spesifikasl, 
type, merk, jenis berbeda, maka nornor registernya dicatat tersendiri untuk 
masing-masing barang. ;,,, 

b. Lain-lain. , 
e) Cara pencatatan dan pemberian] Nomor Kade bagi barang yang belum ada Namar 

Kade jenis barangnya, supaya rnemperqunakan Nomar Kade jenis barang "Lain-lain" 
dari Sub kelornpok barang yang dimaksud atau dibakukan oleh Kepala Daerah 
maslng-maslng dengan m·engikuti namor urut jenis barang lain-lain. 

f) Barang milik Daerah yang dipisahkan (Perusahaan Daerah) tetap menjadi milik 
Pemerintah Daerah, oleh karena itu semua barang inventaris yang dipisahkan, 
diperlakukan sama dengan barang inventaris milik Pemerintah Daerah. 

g) Tidak termasuk barang milik daerah tersebut di atas yaitu barang usaha/barang yang 
diperdagangkan sesuai dengan bidang usaha dari Perusahaan Daerah tersebut. 

(6) Digit 9 dan 10, kode SKPD. ··~ 
Kade Unit merupakan penjabaran :!lari Bidang Tugas kepada Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD) sesuai struktur q~ganisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kanawe 
Utara. · 

(7) Digit 11 dan 12, Tahun Pembelian/Pengadaan/Pembangunan. 
Namor Kode Tahun pembelian/pengadaan barang dituliskan 2 angka terakhir 
(misalnya tahun pembelian/perolehan 1997, maka ditulis Nomor Kodenya 97, tahun 
pembelian/perolehan tahun 2009, ·,:iitulis 09 tahun 2010 ditulis 10 dan seterusnya. 
Barang yang tidak diketahui Tal;Jt:.in Pembelian/Perolehannya, supaya dibandingkari 
dengan barang yang sama, sejenls, type, merk, bahan, cc dan sebagainya dan 
penetapan prakiraan tahun tersebut ditetapkan oleh Pengurus barang. 

(8) Digit 13 dan 14, Kode Unit KerjafSub Unit Kerja. 
Satuan Kerja untuk masing-masing SKPD diberi Namor urut Kode sub unit sesuel 
struktur organisasi perangkat da~rah mulai dari Namor 01 dan seterusnya sarnpal 
sejumlah Satuan Kerja dalam SKPD tersebut. 
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I 

Barang ( pembelian tahun 2008 ) milik P'emerintah Kabupaten Konawe Utara pada Asisten 
,. I 

Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dipel'gunakan pada Bagian Hukum 
fJ 
.) 

\ 1 8 0 4 

11.21.11.07.01.04.18 Cara penulisan : 

Keteranqan: t t J I 1. Kode komponen (Kepemilikan Propinsl) I 
2. Kode Provinsi (Su/awes/ Tenggara) -------=-~-- . 
3. Kode Kabupaten/Kota ( Kabupaten Konawe Utara) 
4 Kode Bidang Tugas ( KesehatiJn) 
5 Kode Unit Bidang (Dinas Kesehatan) 
6. Kode Tahun Pembelian I Perolehan (2004) 
7 Kode Sub Unit/ UPTD / Cab. Dinas/kode (Puskesmas Mo/awe)·' 

11 21 11 07 01 

I Barang (pembelian tahun 2004) milik propinst Sulawesi Tenggara pada Dinas Kesehatan 
Kabupaten Konawe Utara dlpergunakan oleh'Puskesrnas Molawe. 

PT 

' I 
12.21.11.50.01.08.02 Cara penulisan : 

Keteranqan: _j=1J'. r 
1. Kode komponen ( Kepemilikan Kabupaten) I 
2. Kode Provlnsi (Sulawesi Tenggara) 
3. Kode Kabupaten/Kota (Kabupaten Konawe Utpra) 
4 Kode Bidang Tugas (KecamatiJn) -----.·-------- 
5 Kode Unit Bidang (KecamatiJn Asera) --~,;,-~ ---------- 
6. Kode Tahun Pembelian / Perolehan (2008) -...1--------------""" 
7 Kode Sub Unit/ UPTD / Cab. Dlnas/kode (Ta~ Pemerintahan) 

1·2 2.1 1 1 5 0 0 1 0 8 0 2 

Barang (pembellan tahun 2008 ) milik Pemerintah Kabupaten Konawe Utara berada di 
Kecamatan Asera digunakan seksi Tata Pemerintahan. 

0 2 0 7 0 8 0 2 

12.01.11.08.02.07 .02 Cara penulisan : 

J' 12 21 11 

Keterangan: },~ +.dJ r 1. Kode komponen (Kepemllikan Kabupaten) ~ 
2. Kode Provinsi ( Sulawesi Tenggara) •· 1 3. Kode Kabupaten/Kota (Kabupaten Konawe lJi a) 
4 Kode Bldang Tugas (Pendidikan) --- .......... 1 

-------- 

5 Kode Unit Bidang ( UPTD Dlkpora Asera) ----,,r-,.,=-, ___. 
6. Kode Tahun Pembelian / Perolehan (.2007) 
7 Kode Sub Unit/ UPTD / Cab. Dinas/kode (SON Wanggud0 

Barang (pembelian tahun 2007) milik Pemerintah Kabupaten Konawe Utara Dinas Pendidikan 
Cabang. Kecamatan Asera dipergunakan SD Negeri Wanggudu 

r. 

' 
Contoh 1. Penulisan Nomor Kode Lokasi parang : 

..; e , 
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12.21.11.18.12.01.10.01 
02.06.0J.04.04.0005 

I 

3. Barang milik Pemerintah Kab. Konawe Utara Jenis Filling Kabinet besi / metal pada kantor 
Dinas Perindustrian Perdagangan dan QKM di sekretariat dan dibeli tahun 2010 (Filling 
Kabinet yang ke 5 ) ' 

Can{penulisan : 

12.21.11.08.02.02.08.02 
02.06.02.01.26.0025 

Cara penulisan : 

2. Barang milik Pemerintah Kabupaten konawe Utara Jenis barang bangku sekolah dibeli tahun 
2008 pada SDN 1 Wanggudu ( Bangku yang ke 25 ) 

12.21.11.50.01.09.0l 
02.06.02.01.26.0001 

,,· 
1 

Contoh 3. Cara penulisan Nomor Kode Lokasi / Unit dan Nomor Kode Barang 
f 

1. Barang ( Jenis Televisi ke 1) milik Peme~intah Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi 
Tengara dipergunakan di kecamatan Wi~irano di Sekretariat, Pembelian I perolehan tahun 
2009. •• 

Cara Penulisan : 

Untuk mengetahui Nomor Kode barang dari setiap jenis dengan cepat perlu 2 angka didepan I 
dicari nomor Golongan Barangnya kemudian, baru dicari Nomor Kode Bidang Barang,Nomor kode 
Kelompok barang, Nomor Kode Sub Kelompok barang, dan sub - sub kelompok barang ( 
langsung mencari nomor kode barang dlrnaksud ). 

:; 
02.06.02.01.11.flP08 

c. 
Cara penulisan : 

.-. 

Keterangan: -.: l r 1 1. Kode golongan barang ( Peralatan dan Mesin) 
2. Kode bidang barang (A/at Kantor dan rumah Tangga) 
3. Kode kelompok barang (A/at Rumat Tangga) -. ------- 
4 Kode sub kelompok barang ( Mebelaif) 
5 Kode sub-sub kelompok barang (Meja Tulis) 
6. Nomor Register/Nomor urut barang (Meja Tulis ke 8'J 

02 06 02 01 11 0008 

Meja tulis ( Meja tulis yang kedelapan ) 

Contoh 2. Penulisan Nomor Kode Barang : 

12.21.11.04.01.08.02 Cara penulisan : 

Keterangan: + dJ r ;: ~~= ~~:l~s~e~s<:::~i:,;::!rpaten) ~ 
3. Kode Kabupaten/Kota ( Kabupaten Konawe Ufpra) 
4 Kode Bidang Tugas (Sekretariat Daerah) 1µ'' .-----------' 
5 Kode Unit Bidang (Aslsten Pemerintahan) __..;...;• 1'-; 

----------' 

6. Kode Tahun Pembelian I Perolehan (2008') ,l.....l...: --------------J 
7 Kode Sub Unit I UPTD I Cab. Dinas/kode (&l~n Hukum) 

12 2111 04 01 08 02 
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2. Kecamatan 
Setiap camat mengisi : 
a. Kartu Inventaris Barang ( KIB) 

1. Desa/Kelurahan 
Setiap Desa/Kelurahan mengisi : 
a. Kartu Inventaris Ba rang ( KIB ) r 'i 

• KIB A Tanah ··• l • 
• KIB B Peralatan dan Mesin , i: 

•• I 
• KIB C Gedung dan Bangunan I 
• KIB D Jalan, Irigasi dan Jaringan ~ : 
• KIBE Aset tetap Lainnya 
• KIB F Konstruksi dalam pengerjaaH 

Sesuai dengan petunjuk pengisian KIB masing - masing rangkap 2 ( dua ) 
b. Kartu Inventaris Ruangan ( KIR ) berdasarkan letak barang menurut ruangan masing - 

masing sesuai petunjuk Pengisian KIR 
c. Formulir Inventaris Buku ( Buku Inventaris ) 

Barang yang dikuasai kecamatan yang bersangkuta,n sesuai dengan petunjuk dibuat 
rangkap 4 ( empat) dan setelah diisi kemudian menggabungkannya dengan Buku 
Inventaris dari Satuan kerjanya (Desa/Kelurahan ) menjadi buku inventaris 
Desa/Kelurahan, dari buku inventaris dimaksud harus dlbuatkan rekapitulasinya, lembar 
ketiga disimpan dlkantor Desa/Kelurahan sebagai arsip, sedangkan lembar ke 1 s/d 3 
dlkirim ke Kantor Kecamatan 

d. Buku Inventaris Desa/Kelurahan yakni : 
- Buku Inventaris Barang Daerah Provinsi sebanyak 4 rangkap. 
- Buku Inventaris Barang Daerah Kabupaten sebanyak 4 rangkap. 
- Buku Inventaris Barang Milik Negara sebanyak 4 rangkap ( kalau ada ) 
Masing - masing dlcatat secara t~rpisah sesuai pemilikan barangnya, kalau ada di 

Desa/Kelurahan tersebut, begitu jUga untuk KIB dan KIR 

Dalam pelaksanaan pengumpulan data ~nsus barang daerah semua unit / Satuan kerja 
dimulai dari satuan kerja / sub unit terke¢jl sebagai berikut : 

'"· 'N. MEKANISME PENDATAAN 

Penjelasan 
a. Unit yang tidak mempunyai Sub Unit / UPTD dan satuan kerja, maka pada Bagian 

Pengembangan Sub Unit/ UPTD dan Satuan kerja diisi 000. 
b. Unit yang mempunyai Sub Unit dan satuan kerja maka dibagian Pengembangan sub unit 

/UPTD dan satuan kerja diisi dengan nomor Kode Sub Unit/ UPTD mulai dari Nomor Kode 
001 sampai dengan sejumlah satuan kerja yang ada pada sub unit I UPTD yang 
bersangkutan. 

Kode Satuan Kerja 
Sub Unit / UPTD masih dapat dlbagi dengan satuan kerja diberi nomor kode mulai 01 dan 
seterusnya sampai sejumlah satuan kerja dalam unit / UPTD tersebut. 

I I 
K9(1e Tahun Pembelian I Perolehan I. ,I 

It 
Nomor Unit Nomor Kode Tahun Pembelian / Perolehan barang dituliskan dua angka terakhir dari 
tahun pembelian / perolehan ( misalnya tahJ~ 2005 maka ditulis 05 ) 

Kode Unit 
Nomor kode mulai 01 s/d Sesuai unit bidang sedangkan urut - urutannya ditetapkan dalam 
satu pembakuan wilayah masing - masing. Untuk pembakuan Nomor Kode unit, sub unit I UPTD 
dan satuan kerja wilayah yang ditetapkan del)gan keputusan Bupati Konawe Utara 

• 
' ;; 
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a. Pengurus barang pada UPT Cabang Dinas Dikpora mengisi format 
Kartu Inventaris Barang ( KIB ) 
• KIB A Tanah 
• KIB B Peralatan dan Mesin ·, 
• KIB C Gedung dan Bangunan 'i 

. / 

4. UPT cabang Dinas Dikpora 

i '1 ... 
I - 

Setiap Kepala Sekolah Negeri satuan kerja mengisi : 
a. Kartu Inventaris Barang ( KIB) · 

• KIB A Tanah 
• KIB B Peralatan dan Mesin 
• KIB C Gedung dan Bangunan 
• KIB D Jalan, Irigasi dan Jarlngan 1 

' 

• KIB E Aset tetap Lainnya ~ ;; 
• KIB F Konstruksl dalam pengerjaa'n · 

Sesuai dengan petunjuk pengisian KIB masing - masing rangkap 2 ( dua ) 

b. Kartu Inventaris Ruangan ( KIR ) berdasarkan letak barang menurut ruangan masing - 
masing sesuai petunjuk Pengisian KIR. 

c. Buku Inventaris Barang yang berada di Sekolah Negeri yang bersangkutan dalam 
rangkap 5 (lima), lembar ke-S pada Sekolah Negeri /Satuan Kerja yang bersangkutan 
sebagai arsip ( Buku Inventaris SDN ) Sedangkan lembar ke 1 s/d 4 dikirim ke UPT 
kecamatan yang bersangkutan. Buku Inventaris masing - masing dibuat 
rekapitulasinya. 

d. Buku Inventaris SON yakni : 
- Buku Inventaris Barang Daerah Provinsi sebanyak 5 rangkap dan dibuat rekap 
- Buku Inventaris Barang Daerah Kabupaten sebanyak 5 rangkap dan dibuat rekap 
- Buku Inventaris Barang millk / kekayaan Negara sebanyak 5 rangkap (kalau Ada ) 

dan dibuat rekap 
Masing - masing dicatat secara terpisah sesuai kepemilikan barangnya kalau ada di SDN 
tersebut begitu juga untuk KIB dan KJR. 

:, 

3. Sekolah Dasar Negeri (SD) 

b. Kartu Inventaris Ruangan ( KIR) berdasarkan letak barang menurut ruangan masing - 
masing sesuai petunjuk Pengisian KIR 

c. Formulir Inventaris Buku ( Buku Inventaris ) 
Barang yang dikuasai kecamatan yang bersangkutan sesuai dengan petunjuk dibuat 
rangkap 3 (tlqa) dan setelah diisi kemudian menggabungkannya dengan Buku 
Inventaris dari Satuan kerjanya (Desa/Kelurahan ) menjadi buku inventaris Kecamatan, 
dari buku inventaris dimaksud harus dibuatkan rekapitulaslnya, lembar ketiga disimpan 
dikantor kecamatan sebagai arsip, sedangkan lembar ke 1 s/d 2 dikirim ke Bupati Cq. 
DPPKAD Konawe Utara 

d. Buku Inventaris Kecamatan yakni : 
- Buku Inventaris Barang Daerah Provinsi sebanyak 3 rangkap. 
- Buku Inventaris Barang Daerah Kabupaten I Kota sebanyak 3 rangkap. 
- Buku Inventaris Barang Milik Negara sebanyak 3 rangkap ( kalau ada ) 
Masing - masing dicatat secara terpisah sesuai pemilikan barangnya, kalau ada di 
Kecamatan tersebut, begitu juga unt~k KIB dan KIR 

!~ 
. dl 

l l 
• r 

• KIB A Tanah 
• KIB B Peralatan dan Mesin 
• KIB C Gedung dan Bangunan 
• KIB D Jalan, Irigasi dan Jaringan 
• KIB E Aset tetap Lainnya 
• KIB F Konstruksi dalam pengerjaah· 
Sesuai dengan petunjuk pengisian KIB" masing - masing rangkap 2 ( dua ) 
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A. Puskesmas !~ •• 1. Pengurus barang pada Puskesmas menqist format dengan data barang yang 
dikuasai dan dlmanfaatkan Puskesmas yang. bersangkutan termasuk data barang 
daerah yang digunakan oleh Puskesmas Pembantu/Polindes/Poksesdes di 
lingkungan kerjanya, yaitu : 

Kartu Inventaris Barang ( KIB ) ; 
• KIB A Tanah ' 
• KIB B Peralatan dan Mesin , 
• KIB C Gedung dan Bangunan· 

' • 
.... 7. Ungkup SKPD Dinas Kesehat.an 

a. Bendahara barang pada Dinas Dikpora Kabupaten Konawe Utara mengisi format 
dengan data barang yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh Dinas Dikpora 

b. Bendahara Barang pada Dinas Dikpora menerima format yang telah diisi dari seluruh 
UPT Cabang Dlnas Dikpora, Sekolah Menegah Pertama, Sekolah Menengah 
Umum/Sekolah Menengah Kejuruan dan Sanggar Kegiatan Belajar kemudian 
menggabungkan dengan data barang yang dikuasai Dinas Dikpora. 

c. Hasil gabungan data tingkat Dinas Dikpora disampaikan ke BPKAD Kabupaten Konawe 
Utara baik berupa cetakan format maupun soft file .. 

6. Dinas Dikpora Kabupaten Konawe Ut.ara 

r; 

a. Pengurus barang pada setiap SMP/SMU/SMK/SKB mengisi data barang daerah yang 
dikuasai/dlgunakan masing-masing berupa : 
Kartu Inventaris Barang ( KIB ) 1· 
• KIB A Tanah 
• KIB B Peralatan dan Mesin 
• KIB C Gedung dan Bangunan 
• KIB D Jalan, Irigasi dan Jarinqan . 
• KIB E Aset tetap Lainnya \ ~ 
• KIB F Konstruksi dalam pengerjaan 

Sesuai dengan petunjuk pengisiaq KIB masing - masing rangkap 2 ( dua ) 
,1 

Kartu Inventaris Ruangan ( KIR ) berdasarkan letak barang menurut ruangan masing - 
masing sesuai petunjuk Pengisian 19~, dan Buku Inventaris Barang (BI) 

b. Format yang sudah diisi 1 rangkap disampaikan ke Dinas Dikpora Kabupaten Konawe 
Utara. 

s. Sekolah Menegah Pertama, Sekolah Menengah Umum/Sekolah Menengah 
Kejuruan dan Sanggar Kegiat.an Belajar 

d. Hasil gabungan data tingkat UPT Cabang Dinas Dlknas disampaikan ke Dinas Diknas 
Kabupaten Konawe Utara berupa data barang sesuai format yang telah dibagikan. 

c. Penqurus Barang pada UPT Cabang Dinas Diknas menerima format dari seluruh SDN 
kemudian menggabungkan dengan data barang yang dikuasai UPT Cabang Dinas 
Diknas. 

• KIB D Jalan, Irigasi dan Jarmqan' . 
• KIB E Aset tetap Lainnya '· · 
• KIB F Konstruksi dalam pengerj~n 

Sesuai dengan petunjuk pengisiani KIB masing - masing rangkap 2 ( dua ) 
b. Kartu Inventaris Ruangan ( KIR ) berdasarkan letak barang menurut ruangan masing - 

masing sesuai petunjuk Pengisian KIR. 
Pengurus Barang mencatat data barang yang dikuasai dan dimanfaatkan UPT Cabang 
Dinas Diknas yang bersangkutan termasuk data barang daerah yang digunakan di 
lingkungan kerjanya 

7 
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Sekretariat Daerah dan Setkretariat Dewan mengisi : 

a. Kartu Inventaris Barang ( KIB ) 
• KIB A Tanah ~· ~ 
• KIB B Peralatan dan Mesin (r 
• KIB C Gedung dan Bangunan 11 , 

• KIB D Jalan, lrigasl dan Jaringan II ·~ 

Masing - masing dicatat secara terplsari sesuai pemllikan barangnya, kalau ada di SKPD 
tersebut, begitu juga untuk KIB dan KIR . i1 

9. Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD) 

r-, 

- Buku inventaris barang Daerah Provinsi sebanyak 3 rangkap. Dan dibuatkan rekap 
- Buku Inventaris Barang Daerah Kabupaten sebanyak 3 rangkap dan dibuatkan rekap 
- Buku Inventaris Barang milik / Kekayaan Negera sebanyak 3 rangkap (kalau ada) 

dan dibuatkan rekap 

d. Buku Inventaris SKPKD, yakni : 

a. Kartu Inventaris Barang ( KIB ) 
• KIB A Tanah 
• KIB B Peralatan dan Mesin 
• KIB C Gedung dan Banqunan :· 
• KIB D Jalan, Iriqasl dan Jaringan 

1 
,1 

• KIB E Aset tetap Lainnya ' 
• KIB F Konstruksi dalam penqerjaarr 

Sesuai dengan petunjuk pengisian KIB masing - masing rangkap 2 ( dua) 

b. Kartu Inventaris Ruangan ( KIR ) berdasarkan letak barang menurut ruangan masing - 
masing sesuai petunjuk Pengislan KIR. 

c. Buku Inventaris barang yang berada di SKPD yang bersangkutan dalam rangkap 3 dan 
setelah diisi, kemudian rnenqqabunqkan dengan buku Inventaris dari semua kuasa 
pengguna / UPTD menjadl Buku Inventaris SKPD, dari Buku Inventaris dimaksud harus 
dibuatkan rekapitulasinya. Lembar ke 3 disimpan di SKPD sebagai arsip, sedangkan 
lembar ke 1 s/d 2 dikirim/disampaikan ke BPKAD Konawe Utara 

Setiap SKPD mengisi : 

Hasil gabungan data tingkat Dinas Kesehatan disampaikan ke BPKAD Kabupaten 
Konawe Utara baik berupa cetakan format maupun soft file. 

11 t 
8. Pengguna Barang/ SKPD ( Dinas, Lembaga Teknis, Badan dan Perusda ) 

1. Bendahara barang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara mengisi format 
dengan data barang yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh Dinas Kesehatan 

2. Barang Barang pada Dinas Kesehatan menerima format data yang telah diisi dari 
seluruh Puskesmas kemudian menggabungkan dengan data barang yang dikuasai 
Dinas Kesehatan. 

B. Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara 

• KIB D Jalan, Irigasi dan Jariogan 
• KIB E Aset tetap Lainnya ~ ,, 
• KIB F Konstruksi dalam pen~erjaan 

Fr 
Sesuai dengan petunjuk pengisian KIB masing - masing rangkap 2 ( dua ) 

Kartu Inventaris Ruangan ( KIR ) berdasarkan letak barang menurut ruanqan 
masing -masing sesuai petunjuk Pengisian KIR, dan Buku Inventaris Barang (BI) 

2. Format yang sudah diisi dicetak 1 rangkap kemudian disampaikan ke Dinas 
Kesehatan Kabupaten Konawe Utara. 
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Wanggudu, Juli 2014 

fr. BUPA AWE IJf ARJl 
I 

l t 
. I 

11 ~ 

Demikian Petunjuk teknis ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaannya. 

b. Untuk mernpermudah proses pembuatan Bii, RBII dan penatausahaan Barang Daerah 
pada umummnya maka Tim Teknis Tingkat Kabupaten dapat menggunakan SIMDA Aset 
dibantu oleh Tim Teknis Tingkat SKPD/BUMD/Unit Kerja. 

1 

c. Tim Teknis Tingkat Kabupaten meneruskan copy Data Format KIB Hasil Sensus yang 
telah diverifikasi oleh Tim Verifikasi kepada Tim Teknis Tingkat SKPD/BUMD/Unit Kerja. 

d. Tim Teknis Tingkat Kabupaten menyerahkan Bii dan RBII kepada Pengelola/Pembantu 
Pengelola untuk diteruskan sebagai laporan secara berjenjang. 

e. Pengelola/Pembantu Pengelola mengusulkan penetapan Status Penggunaan Barang 
Daerah Kepada Bupati berdasarkan lokasi dan penggunaan barang sesuai hasil sensus · 

f. Pengelola/Pembantu Pengelola memproses penghapusan barang sesuai Daftar Usu Ian 
Barang yang Akan Dihapus berdasarkan ketentuan yang berlaku 

g. BPKAD selaku pengelola barang milik daerah mengkoordinir pemeliharaan/pemutakhiran 
data sesuai mutasi barang daerah'ipada SKPD serta penyelenggaraan pengelolaan 
barang rnilik daerah pada umurnnya .. i 

l: .. V.PENUTUP 

! 
- Barang Milik Daerah Kabupaten Kqpawe Utara; 
- Barang Millk Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (kalau ada); 
- Barang Milik/Kekayaan Negara (kalau ada). 

a. Tim Teknis Tingkat Kabupaten menerima Data Format KIB Hasil Sensus pada seluruh 
Unit Kerja/SKPD dan BUMD yang telah diverifikasi oleh Tim Veriflkasi selanjutnya 
melakukan kompilasi data tersebut rnenjadi Buku Induk Inventaris (Bil) dan 
Rekapitulasi Buku Induk Inventaris (RBII) berdasarkan pemilik barang yakni : 

9. Kabupaten (Bidang Aset) 

Masing - rnasing dicatat secara terpisah ~suai pengguna unit Setda dan Setwan tersebut, 
begitu juga untuk KIB dan KIR. · '' 

b. Kartu Inventaris Ruangan ( KIR ) berdasarkan letak barang menurut ruangan masing - 
masing sesuai petunjuk Pengisian KIR. 

c. Buku Inventaris barang yang berada di kuasa pengguna Unit Setda Kabupaten Bagian - 
Bagian ) sesuai petunjuk pengisian, dalam rangkap 3 ( tiga ) barang -barang yang ada 
pada Sekretariat Daerah dan setelah diisi, kemudian m~nggabungkannya/direkap darl 
semua Satuan Kerja / Sub Unit Setda termasuk SETWAN, Lembar ke 3 ( tiga ) disimpan 
di Unit Setda sebagai Arsip ( Buku Inventaris Unit/Sub Unit Setda ), sedangkan lembar 
1 dan 2 disampaikan ke BPKAD 

d. Buku Inventaris Unit/ Satuan Kerja Setda Kabupaten yakni ; 
Buku Inventaris Barang Daerah Provinsi sebanyak 3 rangkap dan dibuatkan rekap 

- Buku Inventaris Barang Kabupaten sebanyak 3 rangkap dan dibuatkan rekap 
- Buku Inventaris Barang milikfkekayaan Negara sebanyak 3 rangkap (kalau ada ) dan 

dibuatkan rekap ·-~ 
:: 

• KIB E Aset tetap Lainnya 
• KIB F Konstruksi dalam penqerjaan" 

Sesuai dengan petunjuk pengisian · KIB masing - masing rangkap 2 ( dua ) 
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